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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SITUBONDO,

. bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kegiatan

berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi,
transparan, efisien, efektif dan akuntabel Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,;

.bahwa sehubungan adanya perubahan kelembagaan

berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Situbondo;

. bahwa berdasarkan masukan dan arahan dari tim penilai

OMBUDSMAN Republik Indonesia dalam rangka penilaian
kepatuhan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo tahun
2023;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tentang Perubahan Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non
Perizinan Berusaha;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi FElektronik (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2006 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 271});

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2016 Nomor 14};

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
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Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 6);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan
dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 44);
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
PERIZINAN BERUSAHA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO

Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha
sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Situbondo;

Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dijadikan
pedoman dalam Pelayanan secara efektif dan efisien dan wajib
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo sebagai
acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik

Komponen Standar Operasional Prosedur Pelayanan meliputi:
1. Dasar hukum;

Persyaratan;

Sistem, mekanisme, dan prosedur;

Jangka waktu penyelesaian;

Biaya/tarif;

Produk pelayanan;

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pendukung;

Kompetensi pelaksana;

Pengawasan Internal;
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10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

11. Jumlah Pelaksana;

12. Jaminan Pelayanan;

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

KEEMPAT : Tujuan ditetapkannya Standar pelayanan dan Standar

Operasional Prosedur sebagai berikut:

a. untuk pembakuan tolok ukur yang dipergunakan sebagai
acuan pelayanan perizinan dan non perizinan Kepada
masyarakat;

b. memberi komitmen atau janji dari pihak Dinas selaku
penyedia layanan kepada masyarakat untuk memberikan
kualitas layanan yang terbaik; dan

c. sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan
kepada masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




